
BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 1? TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Mernmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgamsasi Perangkat Daerah di lmgkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

drtmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgamsasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dmas 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten 

Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengmgat 1 

-1 , __ ..1 - - -  -  -  _J  - .L - -  , _ _  - -  _, - - -  - - .L -  _ ,  __ - 
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Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgarusasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten 

Halmahera Selatan, 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I  Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
T'") T 1\ T - -- - - ,..... on I \  -  -  ,_ - - - -- - - - .L - , - ,_ ..J ,_ - ,_ ....] - - - - - 

f\. l l'IUlllUl 00':'J}, ::,cucl�clllllclllcl ltlclll UlUUclll UCll�clll 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3961 ) ,  

2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I  Tahun 
r\ r\ l"\ I""\  l\T ('"\ 1  IT'  1  _ _  1  T - - - L - - - - -  1\ T - - - - -  T"t T  1\ T - - - -  

L,VV.::J l'IUUlUl L. 1 ,  l  cllllUclllclll LClllUcll clll nt�cll cl T\. l nuu1u1 

4264), 
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3  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemermranan Daeran (Lembaran Negara R I  Tahun 20i4 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2015 Nomor 59), 

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I 
"'-1- __ n n 1 r  1t.. T .- - - - - -  1 1 11 ,  - - 1 - - - - - - - - - - -  ......  _ , _ , _  ...:1  .,_ _ , _  
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dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 

5 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
IT ... - - 1 - -  -  -  'r""\ .-  - -  - 1 -  TT.-1_ -  - - L -  -  T T - 1  - - - 1 -  -  -- C"'\ - 1 .- L .-  -  l'f' - 1 -  ...  
l LClllUcU ctil l.ld.Cl d.11 n.ctuu },Jd.LCU flcUlllcUlCl cl uCld.ld.11 1 cUl Ull 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah drubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan, 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Pertimbangan 

Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 

dilmgkungan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota 

Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati 1n1 yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 
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4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

5 uewan Perwaxilan xakyat Daerah seianjutnya msebur DPRD, adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdm dan Sekretanat 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah 

dan Kecamatan 
n T""\ -. ..:1 -. 1  ...  1_ T""\ 'r\ , _ _  ,.  _  _,  l\ tr  ,  __ ..1.. ...l -  .....  T""\  _  

O  LJlllc:l.::, c:lUc:llc:lll LJlllc:l.::, rc111uc1 Uc:lJc:lc:lll lVlct.::,yc:ll cU\.c:ll. Uc:lll LJC.::,c:l 

9 Togas Pokok adalah Togas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur S1p1l Negara 

dalam rangka merrumpm Satuan Orgamsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelaya11ai1 fu11gs1011al yang beidasai-kai1 pada 

keahhan dan/atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrmmstrasi 

pemenntahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrus yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Tekms Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan 

merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang menjadi 
1---- - - - -  - - -  -  � - - - - 1 -  - - - - - -  '-- - - - 1 - - .3  •  .J  • •  1  .3  '-- - - -  -1- .3 '-- -  _..__ - - - - - - -  - - - - - '--  
1\.CWCllc:lll�c:lll LJc:ltl c:lll Jc:lll� Utl 1\.tUUUUl\.c:lll Ul Uc:lWc:lll Uc:lll Utl l.c:lll�Ull� Jc:lWc:lU 

kepada Bupati melalui Sekretans Daerah 

Bagian Kedua 

Susunan Orgarusasi 

Pasal 3 

( 1) Susunan Orgamsasi Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdm 

atas 

a Dmas, 
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1  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

2 Sub Bagian Keuangan, dan 

3 Kelompok Jabatan Fungsional 

c Bidang Pemenntahan Desa, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 

d Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, dan Kelompok 

J abatan Fungsional, 

e Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonorm Desa, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional, 

f Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional, dan 
- T T  -  L  T\ - 1 - 1  -  -  l'f'\ _ 1 _  -  -  /TTTVT"\ 

� U1UL rt1cU\..::,ct.11d 1tlUU::, \Ur 1 J  

(2) Bagan Susunan Orgamsasi Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum pada lampiran 

Peraturan Bupati 1n1 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Pasal 4 

Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, drpimpm oleh seorang Kepala Dmas dan 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemenntahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dibenkan kepada daerah 

Fasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dmas 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi 

1 Perumusan bahan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 

2 Perumusan dan peyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penataan Desa, 

3 Perumusan dan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan tekrns 

pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga adat tmgkat 

Desa, 
A T'\_ -- - - -  ..J  _ _  T"'\  ,  ,  _ _  1  1  ,_  _ _  ..J  -  __ , _ _  --' - - - -  

'"1"  r  er u111u::,ct.11 uct.11 rc11yc1c11�dldcUl KtUlJcU\.ct.11 pcu1uc1udydct.11 ::,uu1uc1 udyd 

manusia masyarakat pedesaan, 

5 Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan tekms pemberdayaan ekonorru 

masyarakat Desa, 

6 Penyelenggaraan fasihtasi kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten, 

7 Pengendahan kegiatan koordmasi pembmaan, fasihtasi, dan pengawasan 

penyelenggaraan adrrurustrasi Pemenntahan Desa, 

8 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan 
T"'\_ - - -  _ ...._ _ ,  _ _  -  ,  _ _  _j _  - -  T"11- __ , ...] _ _  - -  -  ltl /f  ,  __ ...._ ..] " - - -  

rtllltllllLdlldll u1ud11� rc111uc1udydct.11 1v1d::,yct.1dl\.dL Udll 1..1c::,d, 
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9  Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 2 

SEKRETARIAT 

Pasal 6 

Sekretanat Dmas sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )  huruf b, 

dipimpm oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 

dalam melaksanakan pefu111usa.i1 konsep dan pelaksanaan keb1Jakac1, 

pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 

hukum, mformasi, kehumasan, keorgarusasian dan ketatalaksanaan, 

pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan adrrumstrasi di 

hngkungan Dmas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 

Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di hngkungan Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasr yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 
l _ _  - - - 1 - L -  - - - -  -  ..]  - - 1 - - - -  - -  -  - --1 - - -  - - - "- - - - -  -1  1  - - - 1 -  - - -  -  �  - -  -  
KCl Ulllcllltclll�ct.ll, Ud.11 l)Clct.Yct.llclll d.Ullllllll:>Ud.l:>l Ul lllll:;l\.Ulll:;d.11 Lfllld.l:) 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana dt 

hngkungan Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di hngkungan Dmas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 

{SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 
r T'\ 1 - - - - - - - - -  ..]  _ _  - - - - L -  - .-. 1 - - - -  - - - L  ..]  _ _  - - 1 - - - - - -  - - - - - -1 - - -  

u  rcuyc1cuggcUct.clll Uclll l)Clld.lct.Ul:)cllld.clll d.l:)CL Uclll l)Cld.Jclllclll l)Clll:;d.Ud.d.U 

barang/jasa di hngkungan Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 

Laporan Keuangan Dmas, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dmas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 

9 Pelaksanaan morntonng, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lmgkup 

tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 
1 1 T'\ - 1 - 1 _ - - - - - ... r - - - 1 - - __ - - - -1 1- - 1 _ - - _ 1 _ 1- TT_ _ _ 1 _ 'r"\ _ _ _ � _ _ _ -1 _ _ _ _ _ 

.L .L rCld.l\.l:)cllld.clll 1u11g;:,1 ld.lll yct.11� UlUClll\.d.ll UlCll n.cpd.lct. Lfllld.l:) l:)Cl:)Ud.l uc11gct.11 

tugas dan fungsmya 

Pasal 8 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 

ayat (1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
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Sekretans dan mempunyai tu gas 
menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

�asal 9 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkart adrmmstrasr 

umum dan kepegawaian, 
3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 
A T"'\ - - _ - - - - 1- - 1- - - -- L - - .... - - - - - - -1 - - - 
'T rcuy1c:t.}Jc:Ul Uc:lllc:t.11 lllUlc:t.�l }JC�c:t.Wc:ll Ulllc:t.�, 

5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dmas, 
6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dmas, 

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 
perpustakaan dmas, 

9 Penyiapan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgarnsasi, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada dmas, 

1 1  Pelaksanaan pelayanan a.d1111111stfa.s1 perkantoran, 

12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 
13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 
14 Pelaksanaan fungsi lamnya yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsmya 

Pasal 10 

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1 )  huruf b 
angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab 

kepada Sekretans dan mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan 

dalam urusan pelayanan pengelolaan adrmrnstrasi keuangan Dmas 

Pasal 1 1  
T"""\ _ ,  ,  ,  L- - - -  ,  - - - - - -  _, , ..l _ _  _, _  n  ,  1 n """  ,_ 

LJc:llc:llU 111cuyc1cu�c:llc:U\.c:lll tugc:t.� �cuc:t.gc:ll111c:ll1c:t. uuuc:U\.�uu pc:t.uc:t. rc:t.�c:ll 1v, o u u 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi 

1 Pelayanan dan Pengelolaan Adrmmstrasi Keuangan Dmas, 

2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dmas, 

3 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemenksaaan keuangan, 
4 Pelaksanaan venfikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan 

5 Pelaksanaan fungsr lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Paragraf 3 

KEPJ-\LJ-\ BIDJ-\NG PEMERINTJ-\HJ-\N DESJ-\ 

Pasal 12 

Bidang Pemenntahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 )  

huruf c, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan tekrus 

bidang Pemenntahan Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 

berlaku 

T"\ , 1 "\  

rdl::)cU .1 0  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,  

Bidang Pemenntahan Desa menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemenntahan Desa, 

2 Perumusan bahan kebijakan tekms di Bidang Pemenntahan Desa, 

3 Penyelenggaraan pembmaan admimstrasi Pemenntahan Desa, 

4 Penyelenggaraan penyusunan data base/ profil Desa dalam 

penyelenggaraan adrmmstrasi Pemenntahan Desa, 

5 Pelaksanaan fasihtasi dan koordmasi pembentukan, pemekaran, 

Badan anggota kapasitas pengembangan 

-- - - - - - ,_ - - -- - ...J _ -- - - - _,_ - ... - - - � - - - 
l)Cll��dUUll�cUl UcUl l)Cll�lldl)Ul::,cUl LJCl::)d, 

6 Pembmaan pengelolaan keuangan dan aset desa, 

7 Penyelenggaraan fasihtasi penetapan dan penegasan batas Desa, 

8 Penyelenggarakan evaluasi perkembangan Desa dan lomba Desa, 

9 Penyelenggarakan pengembangan kapasrtas kepala Desa dan perangkat 

Desa, 

10 Penyelenggaraan 

Permusyawaratan Desa, 

1 1  Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan permhhan Kepala Desa dan 
- - ... - - .L. -  T"") _  -l _  ...  T""\_ �--- - - - - - -  --  .- L -  -  � - - -  
dll�Uld DdUcUl rc11uu:::,ydWcUdlcUl LJCl::)d, 

12 Penyelenggarakan fasihtasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan 

Pemenntahan Desa, 

13 Penyelenggarakan fasihtasi dan evaluasi atas pendataan Indeks Desa 

membangun, 

14 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang 

Pemenntahan Desa, dan 

15 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 4 

BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 

Pasal 14 

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana drmaksud 

pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyar tugas 

merumuskan kebijakan tekrus Bidang Pemberdayaan Kelembagaan 
ll K - - - - - - - - 1 - - L  - - -  - -  _ _  __,  1 - - - -  ..1 -  -  , _ _ .._ _  -"-· - _ --- - -  1... - - 1 - 1  _ _  
lVlct..::,JcUc:U\.dl ;::,c.::,uct.1 pcuUUlcUl l:\.Cljd UcUl l:\.ClClllUdll JcUl� UCllc:U\.U 
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Pasal 15 

uruam menyelenggarakan rugas sebagaimana dimaksuc pada Pasai 14, 

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan 

Kelembagaan Masyarakat, 
2 Perumusan bahan kebijakan tekms di Bidang Pemberdayaan 

Kelembagaan Masyarakat, 
3 Penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan adat 

Desa, pelatihan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan 

partisipatif serta penmgkatan peran serta masyarakat dalam penataan 
_, - - -- - - _, - - - - - - - - -- -- - - - - , - - -- - - - - - - -1 - - - - -- 
Uc:Ul pc;11uct.yct.gu11ct.c:Ul l Uc:Ulg l:\.d.Wd.l:>d.11 pt;lUt;l:>d.ct.11, 

4 Penyelenggaraan pemberdayaan lembaga dan orgamsasr berbasis 

kemasyarakatan dan adat desa, 

5 Pelaksanaan pengelolaan data dan mformasi pemberdayaan Lembaga 

masyarakat Desa, 
6 Penyelenggaraan kebijakan tekrus penmgkatan kapasitas kelembagaan 

Lembaga masyarakat Desa, 

7 Pelaksanaan fasihtasr penmgkatan partisipasi masyarakat dalam 

program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, 
o n_ , _ ,  ..,  , _ ,  ...i _ ..._ _  ...l - - -  _r ,  ,  ,  __ .,_ _ ...1 _ .._  

O  r  t;ld.l:\.l:>c:Uld.c:Ul pc;11gc;1u1ct.ct.ll Ud.Ld. Uc:U l llllUlllld.l:>l lt;lll uct.gct. llld.l:> J c:U d.l:\.ct.L, d.Uct.L, 

budaya dan sosial, 

9 Penyelenggaraan fasihtasr pengembangan mlai budaya, agama, dan 
keagamaan di masyarakat dan pelestanan adat, budaya dan sosial, 

10 Penyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi Lembaga 

Masyarakat Desa, 

1 1  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang 

Penataan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, dan 

12 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
-' - - r - - - -- - Uc:Ul 1u11g1:>111yct. 

Paragraf 5 
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA 

Pasal 16 

Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Desa sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf e, diprmpm oleh seorang Kepala 

Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 

111ei-u111uskai1 kebijakan teki11s b1dai1g Pernberdayaan dai1 Pengernbangan 

Ekonomi Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

Pasal 17 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ,  

Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonorm Desa 
menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan 
Pengembangan Ekonomi Desa, 

2 Perumusan bahan kebijakan tekrns di Bidang Pemberdayaan dan 
T"\_ - - -  __ .,__ _  - - -  -  T"""'1 _ _  - -  --- "'r'\ _ 

r c;11gc;u1 Uc:Ulgc:U1 .C,l:\.UllUllll l..)t;l:>ct., 
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3 Penyelenggaraan fasihtasi penmgkatan produksi, mutu, potensi, 

pemasaran lemoaga exonorm Desa, 

4 Pelaksanaan pengkajian bahan dan fasihtasi penanggulangan 

kemiskman berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha 

Mihk Desa, 

5 Pelaksanaan koordmasi, fasihtasi kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan usaha ekonorm Desa, 

6 Penyelenggaraan fasilrtasi, supervisi dan pembmaan usaha ekonorm 

masyarakat dalam rangka penmgkatan pendapatan ash Desa, 

7 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang 
n , _ _  __,  _-1  _ _  n  ,  �, � - - -  -' - -  

rClllUClUcl.Jclc:Ul Uc:Ul rcu�ClllUcl�c:Ul .Dl\.UllUllll LJCl:>cl, Uc:Ul 

8 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 6 

BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 

Pasal 18 

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 ayat (1 )  huruf f, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan tekrus Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan 

sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

n , 1 n  

r  cll:>c:U .1 ':7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ,  

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan 

Kawasan Perdesaan, 

2 Penyusunan bahan kebijakan tekms di Bidang Pengembangan Kawasan 

Perdesaan, 

3 Penyelenggaraan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana desa, 

4 Penyusunan data base pedoman pengembangan kawasan perdesaan, 
I':" T"" - - 1 .L - --  - - - - 1 - - - ..L - 1  __1  ..._  _ _  ...._  ,  ..,_] - - - -  ,  - - -  

..:,  I'cll:)llllcll:)1 }JCUlUCllLUl\.c:Ul Uc:Ul }JCll�Ucl.Lc:Ul Ulll 1\.UUlUlllcll:)l }JCUlUc:Ul�Ullc:Ul 

kawasan perdesaan, 

6 Fasihtasi pembentukan badan kerjasama antar desa dan penyusunan 

pedoman kerjasama desa, 

7 Pelaksanaan mediasi penyelesaian persehsihan kerjasama antar desa 

dan desa dengan pihak ketiga, 

8 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang 

Pengembangan Kawasan Perdesaan, 

9 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
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BAB III 

u .ru 1 l' �1.,A.l\.;:,AN A 1 �.l\..ru;:, 

Pasal 20 

( 1 )  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrns (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekms operasional dan/ atau kegiatan tekrus 

penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dipimpm oleh kepala UPT 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas 

(3) Pengaturanlebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan 

Peia.tu1a.i1 Buµa.u tersendm 

BAB IV 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 

Eselomsasi 

Pasal 2 1  

( 1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 

Ilb, 

(2) Sekretans merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa, 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illb, 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 22 

Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan 

diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawruan/Bupatl 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
TT - 1 - --- - - 1 _ T - 1-. - L - -- T"'\ - - - - -- - 1 n.c1u111puK. uduc1.tc:u1 r u11�;:,1u11dl 

Pasal 23 

( 1 )  Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

administrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
1 _ - L - - .L - - - - - - .t. - - - - - - - ..l - - - - -- _J - - - - - l\..ClClllUdll !)Cl dlUl dll µc1 UllUdll�-uHUdll�dll, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 

membenkan pelayanan fungsional terkart mekarusme koordmasi dan 

pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 
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pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 

keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/ atau 

dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 

orgarusasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdrvidu sebagaimana 

drmaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 

berjenjang kepada kepala dmas 

(6) Pejabat fungsional yang drtunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 
_ _  1-  _ _  -  -  -  -  -  -  ...1  -- - 1 _ - ...1 -- - -1 - - _ - ..t.. I II \ ..:I .L. - .L - - 1 _ - -- -1 - - - - - 1 _ - - L - - - 
�CUc:t.�c:Ulllc:Ulc:t. Ullllc:t.l\.�UU }.Jc:t.Uc:t. c:t.yc:t.t \'"tJ UlLCLc:t.}.Jl\.c:Ul UCll�c:t.ll l\.C}.JULU�c:t.11 

Kepala Dmas 

(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a Ketua Tim, dan 

b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 

tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 

perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 
- - 1- - - - -- - - - ...:I -- - 1 _ - ...1 - - ...1 - - -- - L /t"7\ 1- -- _r 1-. ..] - - - L 1- - - - - 1 ..l - - 
�CUc:t.�c:Ulllc:Ulc:t. Ullllc:t.l\.�UU }.Jc:t.Uc:t. c:t.yc:t.t \ I J llUl Ul U, Uc:t.}.Jc:t.L UCl d�c:U Uc:U l 

berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasi 

tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 

pencapaian tujuan orgamsasi, 

(10 )  Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekamsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan rular Angka Kredrt 25°/o 

dan Angka Kredit Kumulatif 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagarmana dimaksud pada ayat (2) 

d1tei1tuka.i1 berdasarkan kebutuhan da.i1 beban kerja 

(12 )  Tugas, jems dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku 

Bagian Kedua 

Jabatan Pelaksana 

Pasal 24 
I 1 \ T - 1- - L. - - 'T'\ - 1 - 1 _ - - - - _ - - - T - 1- - L- -- n - -- _ _ __ _ _ _ _ _ _ I 1 _ _ T'T T\ ....__ _ _ 1 _ _ _ _ 

\ J.J uc:t.uc:t.Lc:Ul rc1c:t.l\.�c:U1ct. yct11� uct.Uc:t.Lc:Ul rc11�c:t.wct.�11yct. \C�c1u11 1 v J LCll\.CU.ct. 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 

pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 

a Unit Kerja yang masih memihki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Administrator atau Eselon III 

b Unit Kerja yang tidak memihki Jabatan Adrrumstrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 
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(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 

dan peiaksanaan penyedernanaan brrokrasi tetap berkedudukan aan 

bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawruan/ 

Bupati 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di hngkungan 

Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dengan Peraturan 

Bupati tersendm 

BAB VI 

"" A ""' a T:r� ...... T A 
... .n. ... .n. .n.1:1.n.u .n. 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Dmas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prmsip koordmasi, 

mtegrasi, dan smkromsasr bark di hngkungan masmg-masmg maupun 

antar satuan organrsasi di hngkungan Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa serta dengan mstansi lain di luar hngkungan Dmas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas masmg-masmg 

Pasal 26 

( 1) Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab memimpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

ditetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus 

dnkuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 
- - - - - ..:I - -- - - ..:I - - - - - }.JCl UllUc:t.llg- UllUd.llgc:t.11 

Pasal 27 

Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di hngkungan Dmas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa wajib mengikutr dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasannya masmg-masmg dan menyampaikan 

laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

T'l- _ _  1  A O  

rc:t..:>d.l L.O 

Setiap laporan yang drterima oleh pejabat adrmmstrator dan pejabat 

pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan 
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BAB VII 

1\..1!.i 1 .li.N 1 U AN .I:' .li.KA.Ll.HAN 

Pasal 29 

Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

jabatan baru sesuar dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 

1n1 

BAB VIII 

Pasal 30 

Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh) Orgamsasi 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 2 1  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgarusasi Perangkat 

Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
TT _ _:, _:, 1 _ .-. ... "'- _ _ _ n _, __ 1 _ -1 _ _ "'- _ __ __ _ _ r'\ _ _ __ _ _ _ n _ - _ _ _ 1 __ "'- T""\ _ _ _ 1 • 

.O..CUUUU.t\.clll, l U1:$cl;::, rUl\.Ul\. Uclll 0u;::,u11clll Vl�clllH)cl;::,l rtlclll�l\.cll LJcltlclll 

Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 
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Pasal 3 1  

Peraturan Bupau mi mulai berlaku pada tanggai cntetapkan 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
1n1 dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 1 6 1;1eb:-u:::r1 2023 

BUPATI HAL.MAHE, 
,,f?' J q 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal � 6 pebruari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
.H 

� A '; .,,,,..--- 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 

NO MOR 
Salman Sesuai dengan ashnya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 

Rnsn, HASAN SH MH 
2 --- -�- 

Nip 19830702 200812 1  002 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 1 2  TAHUN 2023 
TANGGAL 1 6 �bru.2r1.2023 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DINAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN DESA 

I I 
KELOMPOK 

JABATAN SEKRETARIAT 

FUNGSIONAL 

I 
I I l 

SUB SUB KELOMPOK 

BAGIAN BA GIAN JABATAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN FUNGSIONAL 

I I I I 
BIDANG 

BIDANG PEMBERDAYAAN Bl DANG 
Bl DANG 

PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN DAN 
PEMERINTAHAN 

KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN KAWASAN 
DESA 

MASYARAKAT EKONOMI PERDESAAN 

DESA 

I I I I 
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

" 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) I 


